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PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 48 TAHUN 2011
TENTANG

TATA CARA PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PELAI{SANA HARIAN
DAN PELAKSANA TUGAS PEJABAT STRUKTURAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBZRNUR PROVINS| DAER AH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Nenimbang a.  bahws dalam rangka menjamin kelancaran pelaksara an tugas crganisasi
dan untuk tertib adminislrasi serta untuk kepeintic.gan dinas, perl
mengatur tata cara penunjukan Peqgawai Negeri Sipil sebagai pelaksana
harian dan pelaksans tugas pejabat struktural,

b. bahwa berdasarken pertimbangan sebagaimana dimak:iud datam
buruf a, perlu menelapkan Peraturan Guberrnui tentang Tata Cara
Penunjukan Pegavai Negeri Sipil sebagai Peclakzana Harian dan
Felaksana Tugas Pejabat Struktural;

Mengingat 1.  Undang-Undang NMNomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan U ndang-Undang
Nomaor 43 Tahun 1999:

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tfentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang domor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diutal. terakhir dengan
Uadang-Lindang Namaor 12 Tabun 2008,

4. LUhdang-tindang Nomoer 8 Tanun 2007 tentang  Fzelonintahan
P.ovinsi Daerabh hiwesus lbukota Jaiata sehagai buieta Neagara
Krsatuan Republik (ndonesia;

5. Peraturan Pemearintah Nomor 100 Tanun 2000 tentang Fengangkatan
Pogawal Negeri Sipil dalzm Jabatan Struktural sebagaimana telah
diubah dengan Freraturan Pemerintah Nemor 13 Tahun 2002,



Menetapkan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Fengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil sebagaimana {elash diubah dengan Peraturan Pemerintah
Noemor 63 Tahun 2009,

7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil;

8. Feraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Femerintah Daerah;

9. Peraturan Daersh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENUNJUKAN
PEGAWAI NEGERI SIPiL. SEBAGAI PELAKSANA HARIAN DAN
PELAKSANA TUGAS PEJABAT STRUKTURAL.

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1 Daerzah adalah Prowinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta.

I Pemerintah Provinsi Daérah Khusus Ibukota Jakarta adalah Gubernur
dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota
Jakarta.

4. Sekretaris Daerah adalanh Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
lbukota Jakarta.

5 Asisten Pemerintahan adalah Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah.

6. Pelaksana Harian adalah Pejabat yang diangkat untuk melaksanakan
tugas, karena pejabat definitif yang bersangkutan berhalangan
sementara, misainya melakukan kunjungan dinas ke daerah atau ke
luar negeri, mengikuti pendidikan dan pelatihan/kursus, cuti, menunaikan
ibadah haji, dirawat karena sakil atau alasan lain yang serupa.

7 Pelaksana Tugas adalah Pejabat yang diangkat untuk melaksanakan
tugas, karena pejabat definitif yang bersangkutan berhalangan tetap
sehingga menyebabkan kekosongan dalam jabatan tersebut, misalnya
dpromosikan, meninggat dunia atau pensiun.



8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai
Negeri Sipil Daerah yang bertugas pada SKPD/UKPD dan Pegawai
Negeri Sipil lainnya yang diangkat dalam jabatan struktural daerah.

9. Pejabat Struktural adalah Pejabat yang memiliki tugas, tanggung
jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin
suatu safuan organisasi pemerintahan daerah yang diangkat dan
diberhentikan oleh pejabat pembina kepegawaian daerah atau Pejabat
Pemerintah Daerah yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

BAB 4

TATA CARA PENUNJUKAN PNS SEBAGAI PELAKSANA HARIAN DAN
PELAKSANA TUGAS PEJABAT STRUKTURAL

Bagian Kesatu

Pelaksana Harian Pejabat Struktural

Pasal2

(1) Penunjukan Pelaksana Harian dilakukan apabila Pejabat Struktural
Eselon I, 1, I, IV dan V definitif berhalangan sementara dikarenakan
melakukan kunjungan dinas ke daerah atau ke luar negeri, mengikuti
pendidikan dan pelatihan/kursus, cuti, menunaikan ibadah haji, dirawat
karena sakit atau alasan lain yang serupa.

(2) Dalam hat Pejabat Struktural Eselon 1, I, I, NV dan V definitif
berhalangan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
schingga tidak dapat melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu
sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja, maka penunjukan Pelaksana
Harian Pejabat Struktural Eselon 1, I, Ill, IV dan V diatur sebagaimana
tercantum dalam Lampiran | Peraturan Gubernur ini.

(3} Penunjukan sebagai Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dibuat dengan Surat Perintah Tugas yang memuat tugas-tugas
yang dapat dilakukan selama Pejabat definitif berhalangan sementara.

(4) Pelaksana Harian tidak dibebaskan dari jabatan definitifnya dan yang
bersangkutan tetap menjalankan tugas dalam jabatan definitifnya.

(5) Pelaksana Harian tidak diberikan tunjangan jabatan dalam kedudukannya
sebagai Pelaksana Marian.

(6) Penunjukan Pelaksana Harian dilakukan untuk jangka waktu paling
lama 3 (tiga) bulan.



Pasal 3

Surat Perintah Tugas sebagai Pelaksana Harian dibuat sebagaimana contoh
yang tercantum dalam Lampiran I huruf A Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Pelaksana Tugas Pejabat Struktural

Pasal 4

(1) Penunjukan Pelaksana Tugas dilakukan apabila Pejabat Struktural
Eselon [, I, Hf, IV dan V definitif berhalangan tetap dan belum ditunjuk
pejabat definitif sebagai penggantinya, maka Gubernur atau pejabat lain
yang ditunjuk Mmengeiuarkan surat perintah tugas penunjukan PNS
sebagai Pelaksana Tugas.

(2) Daiam hal Pejabat Struktural Eselon I Il 1l vV dan V definitif
bernalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka
penunjukan Pelaksana Tugas Pejabat Struktural Eselon Il Il IV dan V
diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il Peraturan Gubernur
ini.

(2) Penunjukan sebagai Petaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dibuat dengan Surat Perintah yang memuat tugas-tugas yang
dapat dilakukan selama Pejabat definitif berhalangan tetap.

(4) Pelaksana Tugas tidak dibebaskan dar! jabatan definitifnya dan yang
bersangkutan tetap menjalankan tugas dalam jabatan definitifnya.

(5) Pelaksana Tugas tidak diberikan tunjangan jabatan dalam kedudukannya

sebagai Pelaksana Tugas.

Pasal 5

Untuk menjamin kepastian arah pengembangan karir, penunjukan Pelaksana
Tugas dapat dilakukan secara langsung oleh Gubernur sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Penunjukan Pelaksana Tugas ditakukan untuk jangka waktu paling lama
1 (satu) tahun.

(2) Setelah jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berakhir, pejabat definitif sudah harus ditetapkan.



Pasal 7

Surat Perintah Tugas sebagai Pelaksana Tugas dibuat sebagaimana contoh
vang tercantum dalam Lampiran I}l huruf B Peraturan Gubernur ini.

BAB 1l

KETENTUAN PENUTUP

Pasal8
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar seliap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah
Khusus lbukota Jakarta,

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2011

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

FA WO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Mei 011

SEKRETARIS DAERAH PROVINS!I DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA.

SN
FADJAR PANJAITAN

NiP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 7011 NOIMOR 52



Lampiran !:

A PENUNJU<AN PNS SEBAGAI PELAKSANA HARIAN
PEJABAT STRUKTURAL ESELON i DAN I}

E——a =

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
lbukota Jakarta

48 TAHUN 2011
28 April 2011

Nomor
Tangqal

No Jabatan

Pejabat Yang Menunjuk

Pejabat Yang Citunjuk

1 ?S-ekretans Daerah Gubernur Salah satu Asisten Sekretaris Daerah

2 |Deputi Guaernur Gubernur Salah satu Deputi Gubernur

3 |Asisten Sekretaris Dacrah Sekretanis Daerah Salah satu Asisten Sekretaris Daerah

4 [inspektur = Sekretars Daerah Salah satu Asisten Sekretaris Daerah yang

membidangi

5 ﬁepata Bzdan Perenc anaan
IPembangunan Daerah

Sekretans Daerah

Salah salu Asisten Sekretaris Daerah yang
mermbidangi atau Wakil Kepala Badan
Perencanaan Daerah

6 |Kepala Badan Pengelola
Keuangan Daerah

Sekretans Daerah

Saiah safu Asisten Sekretans Daerah yang
membidangi atau Wakil Kepals Badan
Pengeloia Keuangan Daerah

7 iWaIikota/Bupati

Sekretans Daerah

Salah Satu Asisten Sekretaris Daerah atau
Wakit Walikota/Bupati

8 |Kepala Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan

Sekretaris Daerah

Salah satu Asisten Sekretaris Daerah yang
membidangi atau Wakil Kepala Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan

g |Kepala Oi1as Perhubungan

Sekretaris Daerah

Salah satu Asisten Sekretaris Daerah yang
membidangi atau Wakil Kepata Dinas
Perhubungan

10 [Kepala Dinas Pekeriazn
‘Umum

Sekretarns Daerah

Salah satu Asisten Sekretaris Daerah yang
membidangi atau Wakil Kepala Dinas
Pekerjaan Umum

11 |Kepala Dinas Kebersinan

Sekretaris Daerah

Salah satu Asisten Sekretaris Daerah yang
membidangi atau Wakil Kepala Dinas
Kebersihan

12 |Kepala Oias Pendidi<an

Sekretaris Daerah

Salah satu Asisten Sekretaris Daerah yang
membidangi atau Wakil Kepata Dinas
Pendidikan

13 |Kepala SKPD lainnya

Sekretaris Daerah

Salah satu Asisten Sekretaris Daerah yang
membidangi atau salah satu Pejabat Eselon
Il Kepala SKPD yang serumpun atau
Pejabat Eselon IH di lingkungannya

14 | Direktur FSUB/RSKD

Sekretaris Daerah

Salah satu Asisten Sekretaris Daerah yang
membidangi alau Kepala SKPD yang
serumpun atau salah satu Wakil Direktur di
lingkungan RSUD/REKD yang
bersangkutan

15 |Kepala Birro

Sekretaris Daerah

Salah satu Kepala Biro dalam saiu lingkup
Asisten Sekretaris Daerah atau Pejabat
Eselon (Il di lingkungannya

16 | Asisten Deputi Guberaur

Sekretaris Daerah

Satah satu Asisten Deputi Gubernur lainnya

17 |wWakit Kepaia Badan
Perencar.aan Pembangnan
Daerah

Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah dapat merangkap langsung atau
menunjuk Pejabat Eselon Il &
lingkungannya

18 |Wakil Ke sala Badan
Pengelola Keuangan Daerah

Kepala Badan Pengelcia
Keuangan Daerah

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
dapat merangkap langsung atau menunjuk
Pejabat Eselon il di fingkungannya




No

——

Jabatan

Pejabat Yang Menunjuk

Pejabat Yang Ditunjuk

il

Wakil Waikota/Bupat

Walikota/Bupat

Walikota/Bupati dapat merangkap langsung
atau menunjuk Sekretaris Kota/Kabupaten

Wakil Kepala Dinas
Pariwvisata dan Kebudayaan

Kepala Dinas Panwisata dan
Kebudayaan

Kepala Dinas Pariwisala dan Kebudayaan
dapat merangkap langsung atau menunjuk
Pejabat Eselon (Il di lingkungannya

21 |Wakil Kep ala Dinas Kepala Dinas Perhubungan Kepala DOinas Perhubungan dapat
Perhubun 3an merangkap langsung atau menunjuk
Pejabat Eselon lil di lingkungannya
22 |\Wakil Kepala Dinas Fekerjaan |Kepala Dinas Pekerjaan Umum |Kepala Qinas Pekerjaan Umum dapal
Umum merangkap langsung atau menunjuk
Pejabat Eselon Il di lingkungannnya
23 |Wakil Kepﬁ Dinas Kepala Dinas Kebersihan Kepala Dinas Kebersihan dapal merangkap
Kebersihan langsung atau menunjuk Pejabat Eselon [it
d lingkungannya
24 |Wakil Kepalz Dinas Kepala Dinas Pendidikan Kepala Dinas Pendidikan dapat merangkap
Pendidiken langsung atau menunjuk Pejabat Eselon I
di lingkungannya
25 |Sekretans Kola ‘Kabupaten Waliketa/Bupati Walikota/Bupati dapat menunijuk Wakil

Administrasi

Walikota/Bupati atau salah satu Asisten
Sekretaris Kota/Kabupaten pada
Kota/Kabupaten yang bersangkutan

B. PENUNJUKAN PNS SEBAGAI PELAKSANA HARIAN
PEJABAT STRUKTURAL ESELON I

No

Jabatan

Pejabat Yang Menuniuk

Pejabat Yang Ditunjuk

1

Asisten Sekretans
Kota/Kab upaten Administrasi

Walikota/Bupati

Sekretaris Kota/Kabupaten Administrasi
atat salah satu Asisten Sekretaris
Kota/Kabupaten lainnya

2 |Inspektur Perr oantu Inspekiur Salah satu Pejabat Eselon il di inspektorat
Kota/Kab spaten Admnistrasi atau Pejabat Eselon IV di Inspektorat
Pembantu Kota/Kabupater Administrasi
vang bersangkutan
3 |Kepala Kantor Perencanaan |Kepala Badan Perencanaan Salah saty Pejabat Eselon NIl di Badan
Pembangunan Pembangunan Daerah Perencanaan Daerah atau Pejabat Eselon
Kota/Kabupaten Administrasi IV di Kantor Perencanaan Pembangunan
Kota/Kabupaten Administrasi yang
bersangkutan
4 |Kepala Kantor paca Kepala Badan yang Salah salu Pejabat Eselon ill di Badan yang
Kota/Kat upaten Administrasi |bersangkutan bersangkutan atau Pejabat Eselon IV di
kantor tersebut
5 |Kepaia S Jku Dinas pada Kepala Dinas yang Pejabat Eselon Il & Dinas atau Pejabat
Kota/Katupaten Administrasi  |bersangkutan Eselon IV di Suku Dinas
6 |Camat Walikota/Bupati Satah satu Asisten Sekretaris
Kota/Kabupaten atau wakil Camat di
lingkungan Kecamatan yang bersangkutan
7 |Kepaia Lnit Pelaksana Teknis |Kepala Dinas/Badan yang Salah satu Pejabat Eselon Il di
Dinas/8zdan bersangkutan Dinas/Badan atau Pejabat Eselon IV pada
Unit Pelaksana Teknis yang bersangkutan
8 [wakil Ce mat Camat Camat dapat merangkap langsung atau
menunjuk Sekretaris Kecamatan d
lingkungan Kecamatan yang bersangkutan
g |Sekretars Kecamaten Camat wakil Camat atau atau salah satu Kepala
Seksi di lingkungan Kecamatan yang
bersangkutan
10 [Kepala Satuan Polis: Pamong [Kepala Satuan Polisi Pamong salah satu Pejabat Eselen HlI di Satuan

Praja Ko:a/Kabupaten
Administrasi

Praja

Polisi Pamong Praja atau Pejabat Eselon IV
di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja
Kota/Kabupaten Administrasi




sebagaimana dimaisud pada
angka 1 sempai 12

Dinas, Sekretaris DPRD, Kepala
Satuan Polisi Pamong Praja,
Walikota, Bupati, Kepala Birp
atau Sekretaris DPP KORPRI

No Jabatan | Pejabat Yang Menunjuk Pejabat Yang Ditunjuk
11 |Wakil Cirertur RS LDRSKD | Direktur Wakil Direkiur atau Pejabat Eselon il yang
bersesuaian
12 |Kepal: Bagian/Bidang Direktur Wakil Direktur atau Kepala Bidang/Bagian
RSUD 38D lainnya yang bersesuaian
| |
13 |Pejabat Esalon Il selan Inspekiur, Kepala Badan, Kepala|Pejabat Eselon Il lainnya atau Pejabat

Eselon IV pada lingkup jabatan Eselon (Il
yang berhalangan

C. PENUNJUKAN PNS SEBAGAI PELAKSANA HARIAN

PEJABAT STRUKTURAL ESELON IV

Jabatan

Pejabat Yang Menunjuk

Pejabat Yang Ditunjuk

Camat

Kepala Seksi Kecamatan yang membidangi
atau Wakil Lurah yang bersangkutan

L
|Pejabat Eselon IV d

| 2 Kepala Biro Salah satu Pejabat Eselon IV atau staf pada
| Sekretaria Daerah Subbagian Pejabat Eselon IV yang
berhalangan
3 |Pejabat Eselon IV Sekretaris DPRD Salah satu Pejabat Eselon IV atau staf pada
Sekretariat DPRD Subbagian Pejabat Eselon |V yang
berhalangan
4 |Pejabat Eselon IV d Inspektur Salah satu Pejabat Eselon IV atau staf pada
Inspeklorat Subbagian/Seksi Inspekioral Pembantu
Pejabat Eselon |V yang bethalangan
5 |Pejabat Eselon [V di Badan Kepala Badan Perencanaan Salah satu Pejabat Eselon v atau slaf pada
Perencanaan Pembangunan |Pembangunan Daerah Subbagian/Subbidang Pejabat Eselon IV
Daerah vang berhalangan
6 |Pejabat Eselor IV di Badan |Kepala Badan Pengelola Salah satu Pejabat Eselon IV atau staf pada
Pengelolz <eu. ngan Daerah |Keuangan Daerah subbagian/subbidang Pejabat Eselon IV
yang berhalangan
i Pe;abat?emn IV d Badan |Kepala Badan Salah satu Pejabat Eselon IV atau staf pada
Subbagian/Subbidang Pejabat Eselon IV
vang berhalangan
8 |Pejabat Erelon IV di Dinas  |Kepala Dinas Salah satu Pejabat Eselon IV atau staf pada
Subbagian/Seksi Pejabat Eselon IV yang
berhalangan
9 |Pejabat Eselon IV di Sekretaris Kota/Kabupaten Salah salu Pejabat Eselon IV atau staf pada
Sekre: arizt Kota/Kabhupaten Administrasi Subbagian Pejabat Eselon IV yang
Adminere si berhalangan
10 |Pejabal E: elon IV i Satuan |Kepala Satuan Polisi Pamong  |Salah satu Pejabat Eselon I/ atau staf pada
Polisi Pan ong Praja Praja Subbagian/Seksi Pejabat Eselon |V yang
berhalangan
11 |Pejabat Eselon IV di Camat Satlah satu Pejabat Eselon iV lain yang
Kecamatan bersesuaian
12 |Wakil Lur: h Lurah LLurah dapat merangkap langsung alau
menunjuk Sekretaris Kelurahan
13 | Sekretaric Keiurahan Lurah Wakil Lurah atau salah salu Kepaia Seksi
Kelurahan
14 |Pejabat E selon [V di Lurah Salah satu Kepala Seksi lainnya
Kelurahar selain VWakil Lurah
dan Sekretans Kelurahan
15 |Pejabat Eselon IV di Inspektorat Pembantu Pejabat Eselon IV lainnya atau staf pada
Inspettorit Pembantu Kota/Kabupaten Administrasi Subbagian/Seksi Pejabat Eselon IV yang
Kola/abupaten Admmistrasi berhatangan
16 |Pejabat Eselon [V di Kantor Kepala Kantor Parencanaan Pejabat Eselon IV lainnya atau staf pada

Perencan ran Pembangunan
Kota/iabupaten Administrasi

Pembangunan Kota/Kabupaten
Administrasi

Subbagian/Subbidang Pejabat Eselon IV
yang berhalangan




No

Jabatan

Pelabat Yang Menunjuk

Pejabat Yang Ditunjuk

!

Pejabat Eselon IV d Kantar

pada Kota/Kabupaten
Administr s

Kepalz Kantor yang
bersangkutan

Pejabat Eselon IV lainnya atau stal pada
Subbagian/Subbidang/Seksi Pejabat Eselon
IV yang berhalangan

1

| 18 |Pgjabat Ezelon vV & Suku Kepala Suku Dinas Pejabat Eselon IV lainnya atau staf pada

Dinas paca Kota/Kabu paten Suhbagian/Seksi Pejabat Eselon IV yang
Administr st berhalangan

19 |Pejabat Eselon IV di Sekretaris KORPRI Pejabal Eselon IV lainnya atau seorang staf
Sekretanat KCRFPRI vang dipandang mampu dan cakap

20 |Pejabat Eselon (V pada tnit  |Kepala Unit Pelaksana Teknis  |Seorang Pejabal Eselon IV lainnya atau
Pelaksana Teknis seorang slaf yang dipandang mampu dan

cakap

21 |Kepala Pusal Kesehatan Kepala Suku Dinas Kesehatan |Salah satu Kepala Seksi Suku Dinas
iMasyarakal Kecamatan Kesehatan atau Pejabat Fungsional
| Kesehatan d Pusat Kesehatan yang

<y bersangkutan

22 |Kepala S«ksiLinas Kepata Suku Dinas yang Salah satu Kepala Seksi Suku
Kecamatan/PPL-KB/Kepala |bersangkutan/Kepala Kantor Dinas/Kepala Seksi Kantor Keluarga
Satuan Tugas Satuan Pelsi  |Keluarga Berencana/Kepala Berencana/Kepala Seksi Satuan Polisi
Pamong Praja Kecamatan, Satuan Polisi Pamong Praja Pamong Praja Kota/Kabupaten

Kota/Kabupaten

D. PENUNJU<AINPNS SEBAGAI PELAKSANA HARIAN
PEJABAT STRUKTURAL ESELON V

No

Jabatan

Pejabat Yang Menunjuk

Pejabal Yang Ditunjuk

1

Kepala T\ pada Sekalah
Menengah Pertama

Kepala Sekolah

Guru atau seorang staf yang dipandang
mampu dan cakap

Kepala TU pada Sekolah
Menenga « Aas

Kepala Sekolah

Guru atau seorang staf yang dipandang
mampu dan cakap




Lampiran !l ;

A PENUNJUKAN PhS SEBAGAI PELAKSANA TUGAS

PEJABAT STRUKTURAL ESELON | DAN It

Peraturan Gubernur Provins: Daerah Khusus
ibukota Jakarta

48 TAHUN 2011
28 April 2011

Nomaor
Tanggal

No batar Pejzbat Yang Menunjuk Pejabat Yang Ditunjuk
1 |Sekret ris T 3erah iGubernur Salzh satu Asisten Sekretaris Daerah
2 |Deputi 3ube rmur [Gubernur Salah satu Deputi Gubernur
3 |Asister Sekretaris Daerah Gubernur Salah satu Asisten Sekretaris Daerah
4 |lnspekwur Gubernur Salah satu Asisten Sekretaris Daerah yang
membidangi
& |Kepala Badan Perencanzan |Gubernur Salah satu Asisten Sekretaris Daerah yang
Pembangunan Daerah membidangi atau Wakil Kepala Badan
Perencanaan Daerah
6 |Kepala Badan Pengelola Gubernur Salah satu Asisten Sekretaris Daerah yang
Keuanjan Daerah membidangi atau Wakil Kepala Badan
Pengelola Keuangan Daerah
7 |Walikoa/Bupat Guberpur Salah satu Asisten Sekretaris Daerah atau
Wakil Walikota/Bupati pada Kota/Kabupaten
Administrasi yang bersangkutan
8 |Kepala Dinas Parivisata dan |Gubernur Salah satu Asisten Sekretans Daerah yang
Kebud.ayaan membidangi atau Wakil Kepala Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan
9 |Kepala Dinas Perhubungan |Gubernur Salah satu Asisten Sekretaris Daerah yang
membidangi atau Wakif Kepala Dinas
Perhubungan
10 |Kepala Dinas Pekerjaan Gubernur Salah satu Asisten Sekretaris Daerah yang
Umum membidangi atau Wakil Kepala Dinas
Pekerjaan Umurn
11 |Kepala Dinas Kebersihan Gubernur Salah satu Asisten Sekretaris Daerah yang
membidangi atau Wakil Kepala Dinas
Kebersthan
12 |Kepala Dinas Pencidikan Gubernur Salah satu Asisten Sekretaris Daerah yang
membidangi atau Wakil Kepala Dinas
Penaidikan
13 |Kepale SKPD lainnya Gubernur Salah satu Asisten Sekretaris Daerah yang
rmembidangi atau salah salu Pejabat
Eselon [l Kepala SKPD yang serurmpun atau
Pejabat Eselon Ill di lingkungannya
14 [Direkt r RSUDIRSKD Gubernur Salah satu Asisten Sekretaris Daerah yang
membidangi atau Kepala SKPD yang
serumpun atau salah satu Wakil Direklur di
lingkungan RSUD/RSKD yang bersangkutan
15 |Kepalz Bro Gubernur Salah satu Kepala Biro dalam satu lingkup
Asisten Sekretaris Daerah atau Pejabat
Eselon N1l di lingkengannya
16 |Asister Deputi Gubernur Gubernur Salah satu Asisten Deputi Gubernur lainnya
17 |Wakil Kepala Badan Guberpur Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Perenianaan Pembangnan Daerah atau Pejabat Eselon Il lain yang
Daerah serumpun




T

No Jabatan | Pepabat Yang Menunjuk Pejabat Yang Ditunjuk

18 |Wakil k epala Badan Gubernur Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Pengei sla Keuangan Daerah atau Pejabat Eselon I Iain yang serumpun

19 |Wakil VValiketa/Bupati Gubernur Watikota/Bupatt atau Sekretaris

Kota/Kabupaten

20 |Wakilk epala Dinas Gubernur Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Panwisala dan Kebudayaan atau Pejabat Eselon [l lain yang serumpun

21 |wakil kepala Dinas Gubernur Kepala Dinas Perhubungan atau Pejabat
Perhub ungan Eselon |l lain yang serumpun

72 |Wawil Kepala Dinas Gubernur Kepala Dinas Pekerjgan Umum atau
Peker;aan Umum Pejabat Eselon li lain yang serumpun

23 [Wakil Kepala Dinas Gubernur Kepala Dinas Kebersthan atau Pejabat
Kebersihan Eselon It lain yang serumpun

24 |Wexil Kepala Dinas Gubernur Wakil Kepala Dinas Pendidikan atau Pejabat
Pendidikan Eselon |l [ain yang Serumpun

25 |Sekret: ris Kota/Kabupaten  |Gubernur Wakil Walikota/Bupati atau salah satu

Admini fras

Asisten Sekretaris Kota/Kabupaten pada
Kota/Kabupatlen Administrasi yang
bersangkutan

B. PENUNJL KAN PNS SEBAGAl PELAKSANA TUGAS
PEJABAT STRUKTURAL ESELON Iil

No Jabatan Pejabat Yang Menunjuk Pejabat Yang Ditunjuk
1 |Asister Seketans Sekretaris Daerah Sekrelaris Kota/Kabupaten Administrasi di
Kota/i( ibuaaten Ad ministrasi lingkungan Kota/Kabupaten yang
bersangkutan atau salah satu Asisten
Sekretaris Kota/Kabupaten lainnya
2 |inspek ur Permbantu Sekretaris Daerah Salah salu Pejabat Eseion il di Inspektorat
Koia/Kabupaten Administras alau Pejabat Eselon IV d Inspektorat
Pembpantu Kota/Kabupaten Administrasi
yang bersangkutan
3 |Kepala Kantor Perancanaan |Sekrelaris Daerah Salah salu Pejabat Eselon Il di Badan
Pembangunan Perencanaan Daerah atau Kepala Kantor
KotafK abupater Administrasi Perencanaan Pembangunan
Kota/Kabupaten Administrasi lainnya
4 [Kepals Kantor pada Sekretaris Dae rah Salah satu Pejabat Eselon [l di Badan yang
KotafK abupaten Administrasi bersangkutan atau salah satu Kepala Kantor
pada Kota/Kabupaten Administrasi lainnya di
lingkungan Badan yang bersangkutan
5 |Kepaia Suku Dinas pada Sekretaris Daerah Pejabat Eselon Il di Dinas yang
Keta/K abupaten Administrasi bersangkutan atau salah salu Kepala Suku
Dinas pada Kota/Kabupaten Administrasi di
lingkungan Dinas yang bersangkutan
6 |Camat Sekretaris Daerah Salah satu Asisten Sekretaris
Kota/Kabupaten atau Wakil Camat yang
bersangkutan
7 |Kepalz Unit Peiaksanaan Sekretaris Daerah Salah satu Pejabat Eseion lil di lingkungan
Teknis Dinas/Badan Dinas/Badan yang bersangkutan
8 |wakil Camat Sekretaris Daerah Camat atau Sekretaris Kecamatan di
lingkungan Kecamatan yang bersangkutan
9 |Sekretaris Kecamatan Sekretaris Daerah Camat atau Wakil Camal alau salah satu

1

|

Kepala Seksi di lingkungan Kecamatan yang

bersangkutan




No

Jabatan

Pejabal Yang Menuniuk

Pejabal Yang Ditunjuk

10

Kepala Satuan Polis: Pamong
Praja Kota/Kabupaten
Administras

Sekretaris Daerah

Saiah satu Pejabat Eselon Il di Satuan
Poiisi Pamong Praja atau Kepala Satuan
Polisi Pamong Praja Kota/Kabupaten
Administrasi lainnya

TW & T Dirextur RSUD/RSKD

sebagal nana dimak sud pada
huruf a sampail

11 Sekretans Daerah Wakil Direktur 2lau Pejabat Eselon Hll yang
bersesuaian
12 |Kepala S3agian/Bidang Sekretaris Daerah Wakil Direktur atau Kepala Bidang/Bagian
RSUD/F SKD lainnya yang bersesuaian
13 |Pefabal Eselon [l salain Sekretans Daerah Pejabat Eselon I 1ainnya di lingkungan

SKPD/UKFD yang bersangkutan

C. PENUNJUCAN PNS SEBAGAI PELAKSANA TUGAS
PEJABAT STRUKTJRAL ESELON IV

No Jabatan Pejabat Yang Menunjuk Pejabat Yang Ditunjuk
1 |Lurah Asisten Pemerintahan Kepala Seksi Kecamatan yang membidang!
atau Kepala Seksi Kecamatan lainnya atau
Sekretaris Kecamatan di wilayah kecarmalan
yang bersangkutan
|
| 2 |Pejabat Eselon IV a Agisten Pemerintahan Salah satu Pejabat Eselon IV pada bagian
Senretzriat Daerah Pejabal Eselon IV yang berhalangan atau
Kepa'a Bagian Pejabat Eselon IV yang
berhalangan
3 |Pejabat Eselon IV d Asisten Pemerintahan Salah satu Pejabat Eselon [V pada bagian
Sexretarial DPRD Pejabat Eselon |V yang berhalangan atau
Kepala Bagian Pejabat Eselon IV yang
berhalangan
4 |Pejaba: Eselen IV o Asisten Pemerintahan Salah satu Pejabat Eselon [V pada
Inspektarat Sekretarial/inspektorat Pembantu Pejabat
Eselon IV yang berhalangan atau
Sekretaris/inspektur Pembantu Pejabat
Eselon IV yang berhalangan
5 |Pejaba Eselon IV oi Badan |Asisten Femerintahan Salah satu Pejabat Eselon IV pada
Perencanaan Pembangunan Sekratariat/Bidang Pejabat Eselon IV yang
Daerah herhalangan atau Sekretaris/Kepala Bidang
Pejabat Eselon IV yang berhalangan
6 |Pejabat Eselon IV di Badan |Asisten Pemerintahan Saiah salu Pejabat Eselon IV pada
Pengelola Keuangan Caerah Sekretariat/Bidang Pejabat Eselon IV yang
berhalangan atau Sekretaris/Kepala Bidang
Pejabat Eselon IV yang berhalangan
7 |Pejabat Eselon IV & Badan |Asisten Pemerintahan Salah satu Pejabat Eselon IV pada
| Sekretariat/Bidang Pejabat Eselon [V yang
berhalangan atau Sekretaris/Kepala Bidang
Pejabal Eselon IV yang berhalangan
8 |Pejabzt Eselon vV ¢ Dinas  |Asisten Pemerintahan Saiah satu Pejabat Eselon IV pada
Sekretariat/Bidang Pejabat Eselon IV yang
berhalangan atau Sekretaris/Kepala Bidang
Pejabat Eselen IV yang berhalangan
g |Pejabat Eselon WV di Asisten Pemerintahan Salah satu Pejabat Eselon IV atau staf pada
Sekrel ariat KotafKabupaten Subbagian Pejabat Eselon IV yang
Admin strasi herhalangan atau Kepala Bagian Pejabat
Eselon IV yang berhalangan
10 |Pejab: 1 Es lon W di Satuan |Asisten Pemerintahan Salah satu Pejabat Eselon IV pada
Polisi ’amc ng Praja Bagian/Bidang atau Kepala Bagian/Bidang
Pejabat Eselon IV yang berhalangan
11 |Pejabat Eselon IV Asisten Pemerintahan Salan satu Pejabat Eselon IV {ain yang
Kecamatan bersesuaian atau Sekretaris Kecamatan
12 |Wakil Lurah Asisten Pemerintahan Lurah atau Sekretaris Lurah
13 |Sekretaris Kelurahan Asisten Pemerintahan Lurah atau Wakil Lurah




[ No Jabatan Pejabat Yang Menunuk Pejabat Yang Ditunjuk
14 |Pejabat Eselon IV i Assten Pemernntahan Salah satu Kepala Seksi tfainnya
Kelurahan selain \Wakil Lurah
dan Sekretaris Kelurahan
15 |Pe;abat Eselon IV 4 Asisten Pemerintahan Pejabat Eselon IV lainnya d lingkungan
Ing sek -orat Pembantu Inspektorat Pembantu Kota/Kabupaten
KoialKabupaten Administrasi Administrasi yang bersangkutan atau
Inspektur Pembantu Kota/Kabupaten
Administrasi Pejabat Eselon IV yang
berhalangan
16 |Pejabz. Eselon iV d Kantor |Asisten Pemerintahan Pejabat Eselon [V lainnya di lingkungan
Perancanaan Pemobangunan Kantcr Perencanaan Pembangunan
|Kota/Kabupaten Administrasi Kata/Kabupaten Administrasi yang
| | bersangkutan atau Kepala Kanlor Pejabat
| ' Eselon IV yang berhalangan
| 17 |PejabatEselon [V d Kantor |Asisten Pemeriniahan Pejabat Eselon IV lainnya di lingkungan
pada Kata/Kabupaten kantor yang bersangkutan atau Kepala
I Adminitras Kantor Pejabat Eselon #V yang berhalangan
|
| 18 |Pejabat Eseton vV di Suku Asisten Pemenntahan Pejabat Eselon IV lainnya di lingkungan
Dinas pada Kota/Kabupaten Suku Dinas yang bersangkulan atau Kepala
Administrasi Suku Dinas Pejabat Eselon IV yang
berhalangan
19 |Pejabat Eselon iV 4 Agisten Pemerintahan Pejabat Eselon W lainnya atau Kepala
Sekretariat KORPRI Bagian Pejabat Eselon IV yang berhalangan
20 |Pe;jabat Eselon IV nada Unit | Asisten Pemerintahan Seorang Pejabat Eselen IV lainnya pada
Pelaksana Teknis Unit Pelaksana Teknis yang bersangkutan
atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Pejabat
Eselon IV yang berhaiangan
21 |Kepata Pusal Kesehatan Asisten Pemerintahan Salah satu Kepala Seksi Suku Dinas
| Masya akat Kecamatan Kesehatan
| 22 |Pejabzat Eselon IV 4 Kepala |Asisten Pemerintahan Pejabat Eselon IV lainnya d lingkungan

|Pusat <esehatan !iasyarakat
Kecarr alan

Suku Dinas Kesehatan

:

Kepalz Seksi Dinas

Kecarr ata W/PPL-K3/Kepala
Satuar Tugas Satuan Polisi
Pamor g Fraja Kecamatan,

Asisten Pemerintahan

Salah satu Kepala Seksi Suku Dinas/Kepala
Seksi Kanter Keluarga Berencana/Kepala
Seksi Satuan Polisi Pamong Praja
Kota/Kabupaten

0. PENUNJUKAN PNS SEBAGAI PELAKSANA TUGAS
PEJABAT STRUKTURAL ESELON V

Menerzal Atas

No Jabzstar Pejabat Yang Menunjuk Peiabat Yang Dituniuk

1 |Kepala TU pada S= kolah Kepala Dinas Pendidikan Kepala Sekolah atau Pejabal Eselon IV
Menengah Perlama pada Suku Dinas

2 |Kepala TU pada Sekotah Kepala Dinas Pendidikan Kepala Sekolah atau Pejabal Eselon [V

pada Suku Dinas
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Lampiran il : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
ibukota Jakarta

Nomor 48 TAHUN 2011
Tanggal 28 April 2011

A Contoh Surat Periniah Tugas Sebagai Pelaksana Harian
{KOP NASKAH DINAS)

SURAT PERINT AR TUGAS

NOMOR®)
Sehubungan dengan ... {(diisi nama jabatan yang berhalangan) sedang melaksanakan
... {disi alasan mengapa tidak dapat melaksanakan tugasnya, misainya dinas ke daerah),
dengan ir
MEMERINT AHKAN:

Kepada Narma % e R e Fee =

NP INRK e

Pargkat/Gol . et T e T

Jabatan
Untuk 1. Melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Harian ..... (diisi nama jabatan yang

terhalangan) dar diberi kewenangan untuk. ... (misalnya melakukan tugas-
tugas rutin) terhitung mulai tanggal ... sampai dengan tanggafl ...

2 Dalam melaksanakan tugas tersebut Pelaksana Harian tidak memiliki
kewvenangan untuk mengambil atau menetapkan keputusan-keputusan
nenting yang mengikat, seperti : pembuatan Daftar Penilaian Pelaksanaan
Pekerjaan (DP3), penetapan surat keputusan, penjatuhan hukuman disiplin
atau Xeputusan yang berupa kebijakan slrategis {atau dapat disesuaikan
dengan kondisi unit kerja yang bersangkutan).

Perintah tugas ini untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di
pada tanggal

(Nama Jabatan yang menunjuk Pelaksana Harian)

BB i i il
Tembusan
1. (sebutkan nama jabatan yang dipandang perlu untuk diberi tembusan)
2. sda;
3. sda dst,
4 (sebutkan nama jabatan dari pengelola kepegawaian di SKPD/UKPD masing-masing)

Keterangan
*) Disesuaikan dengan kode klasifikasi



B. Contoh Sira! Perintah Tugas Sehagai Pelaksana Tugas
(KOP NASKAH DINAS)
SURAT PERINTAR TUGAS
NOMOR®)
Sewtungan dengan ..... (diisi nama jabatan yang berhalangan) berhatangan tetap .....
(diisi alasennya misalnya promosi, meninggal dunia atau pensiun} dengan ini
MEMERINT AHKAN:
Kepada Nam: a

NIP/NRK

Pangkat/Gol

Jabatan

Untuk 1. Melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Jabatan yang kosong)
pada ... (SKPD/UKPD jabatan yang sedang kosong).disamping
Jabatannya sebagai .............. (Jabatan yang sedang dipangku) terhitung
mulai tanggal.. ..... sampai dengan Pejabat definitif ditetapkan.

2 Calam melaksanakah tugas tersebut, Pelaksana Tuga$ tidak memiliki
ksywenangan untuk mengambil atau menetapkan keputusan-keputusan
penting yang mengikat, seperti : pembuatan Daftar Penilaian Pelaksanaan
Pekerjaan (DP3), penetapan surat keputusan, penjatuhan hukuman disiplin
alau kepulusan yang berupa kebijakan strategis (atau dapat disesuaikan
dangan kondisi unit kerja yang bersangkutan).

Perintah tugas ini untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.
Dikeluarkan
pada tanggal
{Nama Jabatan yang menunjuk Pelaksana Tugas)
i e e 2 s )
IR ot
Tembusan:
1. {sebutkan nama jabaten yang dipandang perlu untuk diberi tembusan}
2L 1sEa
3. sda ds
4. (sebutkan nama jabatan dari pengeiola kepegawaian di SKPC/UKPD masing-masing)
Keterangan

“\Disesuakan dengan kode klasifikasi
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